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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang 

mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan 

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar.  

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang 

baik, yang mana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam 

memberikan pelayanan publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang 
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dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di 

Bidang Pengelolaan Keuangan, Pengeloaan Barang Milik Daerah dan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok 

tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan 

keuangan dan pendapatan daerah; 

2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan; 

4. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD); 

5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 

6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD); 

7. Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan 

lainnya; 

8. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah daerah; 
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9. Pelaksaan sistem akuntansi daerah; 

10. Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB); 

11. Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang 

dikelola oleh SKPD lainnya; dan 

12. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 

barang milik daerah. 

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan 

mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran 

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar.   

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Indikator 

Kinerja Utama, disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang 

capaiannya 100% yaitu indikator kinerja nilai Lakip, indikator kinerja 

laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi (SAP) dan indikator 

kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan ada 1 (satu) 

indikator kinerja yang pencapaiannya di bawah 100% yaitu indikator 

persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk indikator kinerja 

nilai Lakip dan indikator kinerja opini BPK dinilai berdasarkan tahun 

sebelumnya yaitu tahun anggaran 2024. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah 

organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah di bidang pengelololaan keuangan yang 

menjadi kewenangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah serta 

tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam 

mengimplementasikan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk 

transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan dengan prinsip-

prinsip good governance sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang 

termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas 
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akuntabiltas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan realisasi 

kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan 

Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu 

bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2025 sekaligus melaksanakan 

visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai alat kontrol dan daya dorong 

dalam peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar, serta sebagai feedback bagi stakeholder demi perbaikan kinerja. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas juga memenuhi amanat 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 78 tentang 

Penilaian KInerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 



 3 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas 

Laporan Kinerja, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 98 

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja 

Perangkat Daerah dengan Metode “Silajara” di Lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

Berdasar dari kondisi tersebut maka, Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain 

besar Reformasi Birokrasi untuk melaksakan seluruh proses 

kepemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk 

mewujudkan Good Governance. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara 

proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pemanfaatan 

informasi kinerja. Evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling 

starategis dalam SAKIP dikarenakan pada tahap akhir dari prosesnya 

akan mengindikasikan optimal atau tidaknya kinerja setiap Organisasi 
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Perangkat Daerah, dan akan memperlihatkan sejauh mana kemajuan 

instansi pemerintah dalam menerapkan kinerja yang berfokus pada hasil. 

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu asas umum 

penyelenggaraan negara adalah azas akuntabiltas yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 

negara harus diertanggungjawabkan. 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati 

tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian 

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan 
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dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja serta monitoring dan evaluasi 

dari sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur berdasarkan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dalam Rencaana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 

khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2026.  

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai feedback dan alat 

kendali atau pemacu dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil 

evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. 

Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi 

salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan 

datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. 
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C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah 

1. Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan 

Daerah. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar dan pelaksanaan tugasnya dijabarkan dalam Peraturan 

Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

Sebagai organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk mewujudkan 

administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan 
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keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.  

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka 

diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur 

kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas dan 

fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara 

berdayaguna dan berhasilguna. 

Dalam pemenuhan realisasi target kinerja dan sasaran strategis 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah di tetapkan dalam Rencana 

Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. 
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2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu 

Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dalam penyelenggaraan 

tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan 

keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan 

daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan 

barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah; 

2. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis urusan 

pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi 

perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan 

pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah 

serta pengelolaan pendapatan daerah; 

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum Fungsi 

penunjang di bidang pengelolaan keuangan; 
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4. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, 

keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam 

lingkungan Badan; 

5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan 

administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya 

dengan masyarakat; 

6. Mengoordinasikan dn menyelenggarakan kebijakan penanganan 

tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi; 

7. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh bank 

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 

8. Menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan 

mengelola atau menatausahakan investasi daerah; 

9. Menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah 

daerah; 

10. Meyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah 

daerah; 

11. Menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
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12. Mengoordinasikan dan menyeleggarakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

keuangan dan pendapatan daerah; 

13. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan Tugas dan Fungsi; 

14. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Badan dan 

memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan  

16. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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3. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai 

berikut: 

I. Kepala Badan 

II. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Sub. Bagian Program; 

2. Sub. Bagian Keuangan; dan 

3. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum. 

III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari atas: 

1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah; 

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah; dan 

3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. 

IV. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas: 

1. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan; 

2. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah; 

dan 
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3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.  

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas: 

1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah 

2. Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntasi 

Keuangan Daerah; dan 

3.  JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. 

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas: 

1. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik 

Daerah; 

2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah; dan 

3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. 

VII. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah,terdiri atas: 

1. Sub Bidang Pengembangan & Pelayanan Pendapatan Daerah; 

2. Sub Bidang Pengendalian & Pembinaan Pendapatan Daerah;  

3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. 
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4.  Sumber Daya Manusia 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh 52 

orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. 

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke 

dalam 4 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2. 

a. Berdasarkan golongan ruang 

No Golongan 
Jumlah 
(orang) 

1. Pembina Utama Muda (IV/c) 0 

2. Pembina Tk.I (IV/b) 1 

3 Pembina (IV/a) 6 

4. Penata Tingkat I (III/d) 13 

5. Penata (III/c) 9 

6. Penata Muda Tingkat I (III/b) 4 

7. Penata Muda (III/a) 14 

8. Pengatur Tingkat I (II/d) 2 

9. Pengatur (II/c) 0 

10. Pengatur (II/b) 0 

11. Ahli Pertama / IX 3 

JUMLAH 52 
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b.   Berdasarkan tingkat pendidikan 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 
(orang) 

1. S2 17 

2. S1 23 

3. D III 2 

4. SMA 10 

JUMLAH 52 
 

c. Berdasarkan jenis kelamin 

 

No 
 

Golongan 
Jenis kelamin 

Laki-laki perempuan 

1. IV 5 2 

2. III 16 24 

3. II 1 1 

4. IX 1 2 

JUMLAH 23 29 
 

 

d. Berdasarkan jumlah pejabar Struktural 

 

No 
 

Golongan 
Jenis kelamin 

Laki-laki perempuan 

1. II 1 0 

2. IIIa 1 0 

3. IIIb 3 2 

4. IVa 7 5 

JUMLAH 12 7 
 

 

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai 

Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 

40 (empat puluh) orang dengan persentase 76,92%. Diploma III 
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sebanyak 2 (dua) orang dengan persentase sebesar 3,84% dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan 

persentase 19,23%. Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 

mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan 

ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan. 

Untuk mendukung efektinya pelaksanaan tugas dan 

fungsinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 19 (sembilan 

belas) orang Pejabat Struktural. Pejabat struktural ini di tuntut 

untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dalam mewujudkan 

administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan 

keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka 

pemenuhan atas tuntutan tersebut maka dperlukan pengembangan 

dan penerapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas 

dan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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D. Isu-Isu Strategis 

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah 

dimasa yang akan datang. 

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Penpapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih menemukan 

kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini 

dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan 

fungsi di masing-masing Bidang sebagai unit kerja dalam lingkup Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut 

teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada 

perkembangan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong 
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dari BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga akan teridentifikasi 

pula potensi-potensi yang ada. 

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam 

menjalankan Tugas dan Fungsi BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebagai lembaga teknis daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan, 

pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya penyusunan rencana anggaran daerah yaitu 

kompetensi SDM penyusun rencana anggaran masing-masing 

perangkat daerah masih rendah; 

2. Belum optimalnya pengelolaan perbendaharaan daerah yaitu 

pengelola perbendaharaan yang terampil masih kurang; 

3. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan 

pelaporan keuangan daerah yaitu kualitas pengelolaan keuangan 

sangat mempengaruhi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; 

4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah yaitu pengelola 

barang milik daerah yang faham manajemen aset masih kurang; dan 

5. Belum optimalnya pendapatan daerah yaitu pelayanan pajak dan reribusi 

daerah masih rendah. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 berpedoman atau 

menbacu pada dasar hukum sebagai berikut: 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur 

mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi 

kinerja instansi pemerintah guna meningkatkan akuntabilitas dan 

trasnparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. 

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah yang menjadi acuan dalam penyusunan 

perjanjian kinerja serta pelaporan capaian kinerja. 

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan 

akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan perencanaan kinerja yan 
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selaras dengan visi, misi serta tujuan strategis pemerintah daerah. 

Perencanaan kinerja diwujudkan kedalam dokumen Perjanjian Kinerja 

yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis yang telah di 

tetapkan. 

Perjanjian kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan serta di gunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap 

capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan pelayanan yang 

efektif dan efisien dibidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang 

milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah. Melalui implementasi 

perencanaan kinerja yang sistematis dan berbasis hasil, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar berupaya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola 

pemerintahan, manajemen aset yang baik, optimalisasi pendapatan 

daerah serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 

demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. 
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A. Rencana Strategis 

Rencana Stategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026. Penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merumuskan suatu 

proses pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu tahun berjalan secara sistematis dan 

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan 

kendala yang ada atau kemungkinan timbul. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati  

Kabupaten Kepulauan Selayar yakni “Kepulauan Selayar sebagai 

Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”. Yang dijabarkan dalam 3 

(tiga) misi yaitu pada Misi Kesatu Mengembangkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan dengan 4 (empat) sasaran 

yang ingin di capai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:  
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1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, 

transparan dan akuntabel; 

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan; 

3. Meningkatnya Nilai SAKIP OPD; dan 

4. Meningkatnya tertib adaministrasi pengelolaan keuangan dan aset 

milik daerah. 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan 

mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan 

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk itu, agar dapat 

diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap 

tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang 

terukur. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun 

hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut di atas digambarkan 

dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2.1. 

Tujuan dan Sasaran 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

NO URAIAN NO URAIAN 

1. 

 

 

 

Mewujudkan Tata Kelola Keuangan 

Daerah yang Transparansi, 

Akuntabel dan Partisipatif 

1.1 Meningkatnya Kualitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang Bersih, Transparan dan 

Akuntabel 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewujudkan Reformasi Birokrasi 

BPKPD 

2.1 Meningkatnya Kepercayaan 

Masyarakat terhadap Pelayanan 

 

2.2 Meningkatnya Nilai SAKIP OPD 

 

2.3 Meningkatnya Tertib 

Administrasi Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Milik 

Daerah 

 

 

Strategi merupakan langkah-langkah yang memuat program-

program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Adapun rumusan 

strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

pemerintah daerah, penguatan sistem kelembagaan dan 
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pengawasan, meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pelayanan; 

2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi 

kinerja/hasil; 

3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan, 

pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah 

daerah untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

dibutuhkan strategi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta 

strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diambil beberapa arah 

kebijakan yang diterapkan antara lain : 

1. Penginternalisasian pemerintahan yang bersih dan 

berakuntabilitas; 

2. Peningkatan sarana dan prasarana, kapabilitas dan keunggulan 

SDM Aparatur; 

3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;  
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4. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah; dan 

5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

B. Indikator Kinerja Utama  

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan kinerja 

yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu organisasi 

perangkat daerah dalam mencapai  tujuan dan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fungsi Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Adalah sebagai tolok ukur pencapaian strategis OPD, 

sebagai dasar pengambilan Keputusan oleh kepala OPD berbasis data 

dan berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawan 

OPD kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memuat informasi 

tentang tugas, fungsi, kinerja utama, indikator kinerja utama  disertai 

penjelasan dan sumber data yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebagai berikut: 
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Tabel 2.2. 

Indikator Kinerja Utama 

 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 

 

No Tujuan Sasaran 
 

Indikator Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Sasaran pada tahun ke - 
Akhir 

Periode 

RPJMD  

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

1. Mewujudkan Tata 

Kelola Keuangan 

Daerah yang  

Transparansi, 

Akuntabel dan 

Partisipatif 

 Indeks Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
n/a 65,323 72,015 73,943 77,642 79,325 79,325 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

yang Bersih, 

Transparan dan 

Akuntabel 

 

Opini BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

 

 

WTP 

 

WTP 

 

WTP 

 

WTP 

 

WTP 

 

WTP 

 

WTP 

 

Persentase Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

2,85% 8,25% 5,48% 5,69% 3,46% 1,52% 1,52% 

2. 

 

 

Mewujudkan 

Reformasi Birokrasi 

BPKPD  

 Indeks Reformasi Birokrasi 

BPKPD 

 

C 

 

CC 

 

 

CC 

 

B 

 

 

B 

 

A 

 

 

A 

Meningkatnya 

kepercayaan 
masyarakat 

terhadap 

pelayanan 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat  

Pelayanan BPKPD 

 

 

 

66,68 

 

 

 

70,00 

 

 

 

72,50 

 

 

 

75,00 

 

 

 

80,00 

 

 

 

85,00 

 

 

 

85,00 

Meningkatnya 

Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD 

 

CC 

 

B 

 

 

B 

 

 

BB 

 

 

BB 

 

 

A 

 

 

A 
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  Meningkatnya tertib 

administrasi 

pengelolaan 

keuangan dan aset 

milik daerah 

 

Laporan Keuangan OPD Sesuai 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) 

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 
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C. Rencana Kerja Tahunan 

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan disusun sebelum mengajukan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, 

target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu 

anggaran. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana 

Strategis (Renstra) dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja. 

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dilaksanakan sebagai 

berikut : 

Tabel 2.3. 

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 

 

 

SASARAN 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

 

TARGET 

NO URAIAN NO URAIAN 

1. Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

 

1.1 Nilai LAKIP perangkat 

daerah 

CC 

2. Meningkatnya 

pelaksanaan APBD setiap 

tahun yang efektif 

2.1 Ketepatan waktu 

penyusunan RAPBD 

Kabupaten Kepulauan 

Selayar 

 

Tepat Waktu 

3. Meningkatnya kualitas 

laporan keuangan 

 

3.1 Opini BPK terhadap Laporan 

Keuangan Daerah 

WTP 

4. Tercapainya target 

pendapatan asli daerah 

sesuai potensi daerah 

 

4.1 Persentase peningkatan 

pendapatan asli daerah 

100% 
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D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi penugasan 

dari pimpinan instansi kepada pimpinan unit kerja untuk melaksanakan program 

dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai 

dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian kinerja ini menjadi bagian penting dalam 

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan 

untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan.   

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada dokumen 

perencanaan strategis organisasi, rencana kerja tahunan, serta alokasi anggaran yang 

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam dokumen 

tersebut ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja 

yang harus dicapai oleh masing-masing unit kerja sebagai bentuk komitmen dalam 

mewujudkan tujuan organisasi. 

Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi 

kinerja instansi selama tahun berjalan. Melalui perjanjian kinerja yang jelas dan 

terukur, pimpinan instansi dapat melakukan pemantauan, pengendalian, serta 

evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala. Dengan 

demikian, setiap unit kerja memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya serta berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).  

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 

2025, Perjanjian Kinerja menjadi acuan utama dalam menilai tingkat pencapaian 

kinerja instansi. Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target yang 

telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. 

Dengan adanya Perjanjian Kinerja Tahun 2025, diharapkan seluruh 

perangkat organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, 
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meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya 

tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perjanjian 

kinerja ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan oleh instansi.  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun Anggaran 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan kedudukan, 

tugas pokok dan fungsi yang ada mulai eselon II, eselon III, dan eselon IV sebagai 

berikut :  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi 

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan 

selama tahun anggaran. Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan 

dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan 

dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi capaian 

yang diperoleh pada akhir tahun anggaran. 

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai 

sasaran strategis organisasi. Hasil pengukuran kinerja juga menjadi 

dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan pada periode berikutnya. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang 

mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas akan menunjukkan 

sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan 

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa 

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian 

dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting 
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dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada 

publik telah dicapai.  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum 

capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar 

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian 

Kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari upaya optimal seluruh unit 

kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, 

dan berorientasi pada hasil. 

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang 

belum mencapai target secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, seperti 

keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi 

lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. 
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A. Pengukuran Kinerja 

 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar.  

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian 

target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.  

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 

analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi 

kinerja tahun 2025 dan analisis  penyebab  keberhasilan dan kegagalan 

atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dinilai 

melalui pengukuran pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) 

Tahun 2021-2026. Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah 

menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktifitas sesuai dengan 
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Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, yang merupakan 

bagian dari Rencana Strategis (Renstra). 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 3.1. 

Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TARGET  

NO 

 

URAIAN NO URAIAN 

1. Meningkatnya 

kualitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
yang Bersih, 

Transparan dan 

Akuntabel 

1.1 Opini BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah  

WTP 

1.2 Persentase peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

3,46% 

2. Meningkatnya 

kepercayaan 

Masyarakat 

terhadap pelayanan  

2.1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat Pelayanan 

BPKPD 

80% 

3. Meningkatnya Nlai 
SAKIP OPD 

3.1 Nilai LAKIP perangkat 
daerah 

BB 

4. Meningkatnya tertib 

administrasi 

pengelolaan 

keuangan dan aset 

milik daerah 

4.1 Laporan Keuangan OPD 

sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) 

 

Sesuai 

 

Pada tahun anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang pemerintahan 
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daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi 

kewenangan daerah, dimana telah melaksanakan beberapa capaian 

kinerja dengan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukurnya dengan 

hasil sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.2. 

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

 

No 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan Target Realisasi 

 

Capaian 

% 

 

Target 

 

Realisasi 

 

Capaian 

% 

   2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

 

Opini BPK atas 
Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

 

Predikat 

 

WTP 

 

WTP 

 

100% 

 

WTP 

 

- 

 

- 

2 Persentase 

peningkatan 

Pendapatan 
Asli Daerah 

(PAD) 

Persen 5,69 2,03 35,68 3,46 21,11 371,00 

3. Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Pelayanan 
BPKPD 

Persen 75,00 78,38 104,51 85,00 - - 

4. Nilai SAKIP 

OPD 

 

Nilai BB B 62,15% BB - - 

5. Laporan 

Keuangan OPD 

sesuai Standar 

Akuntansi 
Pemerintahan 

(SAP) 

 

Sesuai / 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai Sesuai 100% Sesuai Sesuai 100% 
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Dari uraian tabel diatas tergambarkan bahwa dari 5 (lima) 

Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama 

(IKU ke-5) yang capaian kinerjanya 100% yaitu Laporan Keuangan OPD 

sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 1 (satu) Indikator 

Kinerja Utama (IKU ke-2) yang capaian kinerjanya melebihi 100% yaitu 

pada capaian kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Jika dibandingkan capaian kinerja Persentase Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 maka tahun 2025 mengalami 

peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, 

(penjabaran lebih terinci pada penjelasan IKU ke-2).  

Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-4) Nilai SAKIP OPD dan 

Indikator Kinerja Utama (IKU ke-1) Opini BPK atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah akan dijabarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja 

(Lakip) tahun anggaran 2026 hal tersebut disebabkan karena Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 masih dilakukan audit 

oleh BPK-RI sementara Nilai SAKIP di reviu oleh Inspektorat Daerah pada 

awal tahun 2026 sehingga yang terjabarkan pada LAKIP tahun 2025 

adalah nilai dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024. 
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B. Analisis Capaian Kinerja 

Pada akhir tahun anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah 

melaksanakan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah 

disepakati antara Bupati dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.  Adapun seluruh 

capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan 

tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikelompokkan 

dan di analisa sebagai berikut:   

a. Sasaran Strategis ke-1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel. 

 

Tabel 3.3. 

Indikator Kinerja Utama (IKU 1)  

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

 

No 

 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Satuan Target Realisasi 

 

Capaian

% 

Target Realisasi 

 

Capaian

% 

   2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Opini BPK 

atas Laporan 

Keuangan 

Pemeintah 

Daerah 

 

Predikat 

 

WTP 

 

WTP 

 

100% 

 

WTP 

 

- 

 

- 
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Berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara, bahwa untuk mendukung keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan maka perlu dilakukan 

pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. 

Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional 

berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, 

kredibiltas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggungjawab negara. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi 

pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemeriksaan Atas 

Tanggungjawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan terttentu. Pemeriksaan Keuangan adalah 

pemeriksaan atas laporan keuangan. Entitas pemeriksa Laporan 

Keuangan adalah Badan Pemriksa Keuangan (BPK). 
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Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah 

pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah memuat opini. Dalam kaitannya dengan Tugas 

Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni menyusun Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mana merupakan gabungan 

dari seluruh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (LKPD-OPD) 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun, kemudian 

diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 24 

Maret 2026 oleh Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala Perwakilan 

BPK Provinsi Sulawesi Selatan. 

1.1. Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2024 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 

49.A/LHP/XIX.MKS/06/2025 tanggal 3 Juni 2025, Hasil Opini 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Berdasarkan hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten 
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Kepulauan Selayar tersebut maka target Sasaran Kinerja ke-2 

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK atas Laporan 

Keuangan tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

tercapai 100%. 

Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Opini BPK atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas 

Organisasi Perangkat Daerah, penghitungannya dilakukan 

dengan memberikan poin pada masing-masing opini. Target point 

ditetapkan sebagai berikut : 

Apabila mendapat  opini “Tidak Wajar”, maka point yang 

diberikan adalah 1 (satu); 

Apabila mendapat  opini “Disclaimer”, maka point yang diberikan 

adalah 2 (dua)’ 

Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), 

maka point yang diberikan adalah 3 (tiga); dan 

Apabila mendapat opini “ Wajar Tanpa Pengecualian”  (WTP), 

maka point yang diberikan adalah 4 (empat). 

Berdasarkan target point tersebut di atas, maka dapat 

dilakukan pengukuran sebagai berikut : 

Realisasi Target point x 100      = Persentase Realisasi 
     Target Point opini 
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        4 (empat) x 100                 = 100% 

                 4 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat 

dilakukan perhitungan capaian yaitu : 

Persentase Realisasi x 100     = Persentase capaian realisasi 
       Persentase target 
 

  100% x 100                           = 100% 
      100% 

 
 

1.2. Faktor Pendukung Keberhasilan  

Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas 

yang mendukung pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

2024, dengan pendukung Capaian Kinerja sebagai berikut:   

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku; 

2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan daerah; dan 

3. Adanya upaya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas 

LK-OPD-nya masing-masing.  
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1.3. Faktor Penghambat Keberhasilan   

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2024 menjelaskan bahwa masih adanya 

kelemahan baik pada sistem pengendalian Intern maupun 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  

1.4. Solusi (Rekomendasi)  

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk 

menindaklanjuti kelemahan yang ada dan juga berusaha 

meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab.  

b. Sasaran Strategis ke-1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel 

 

Tabel 3.3. 

Indikator Kinerja Utama (IKU 2) 

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

No 

 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Satuan Target Realisasi 

 

Capaian

% 

Target Realisasi 

 

Capaian

% 

   2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Persentase 

Peningkatan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

 

 

Persen 

 

5,69 

 

2,03 

 

35,68 

 

3,46 

 

21,11 

 

371,00 
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Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah 

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis 

Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan 

atas:   

a.  Pendapatan Asli Daerah;  

b.  Dana Perimbangan; dan 

c.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis 

pendapatan terdiri dari:   

a.  Pajak Daerah;   

b.  Retribusi Daerah;  

c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan  

d.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.  

2.1. Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025 

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar 

pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 114.091.495.700,00 

dengan realisasi sebesar Rp. 98.539.068.269,43 atau dengan 

persentase sebesar 86,37% atau terdapat selisih kurang sebesar      

Rp. 15.552.427.431,43 dengan persentase 13,63%. 
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Berdasarkan analisa perbandingan realisasi dengan target tersebut 

di atas, maka indikator pendapatan asli daerah tidak mencapai 

target dengan persentase realisasi sebesar 86,37% dari persentase 

100% yang ditargetkan di tahun 2025,  hal tersebut disebabkan oleh 

beberapa hal antara lain: 

- tidak tercapainya sektor pajak daerah dengan persentase 

pencapaian sebesar 76,94% tidak terlampaui sebesar                      

Rp. 5.522.416.379,53; 

- tidak tercapainya sektor retribusi daerah pada retribusi jasa usaha 

dengan pencapaian sebesar 53,36% tidak terlampaui sebesar                     

Rp. 996.319.060,00 dan retribusi jasa umum (Retribusi Pengujian 

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang) dengan realisasi persentase 0% dari 

target Rp. 18.000.000,00;   

- tidak tercapainya sektor pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dengan persentase pencapaian sebesar 98,23% tidak 

terlampaui sebesar Rp. 226.635.204,00; dan  

- tidak tercapainya sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

dengan persentase pencapaian 39,21% tidak terlampaui sebesar      

Rp. 14.436.514.922,90.  

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sebagai berikut : 
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Tabel 3.4. 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 

 
NO 

 
URAIAN 

ANGGARAN (Rp) 
% 

TARGET REALISASI 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 114.091.495.700,00 98.539.068.269,43 86,37 

1. Pajak daerah 23.051.667.100,00 17.529.250.721,53 78,04 

 

2. Retribusi daerah 54.514.403.000,00 59.147.515.073,00 108,50 

 

3. Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

 

12.778.500.000,00 12.551.864.796,00 98,23 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

 

23.746.925.600,00 9.310.437.878,90 39,21 

  Sumber : LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2025 

 

1.    Hasil Pajak Daerah 

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2025 adalah 

sebesar Rp. 23.051.667.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

17.529.250.721,53 mencapai persentase 78,04%. Hal tersebut 

dikarenakan adanya beberapa realisasi pajak daerah yang tidak 

mencapai target diantaranya adalah pajak sarang burung walet 

mencapai 10,89%, pajak mineral bukan logam dan batuan 

mencapai 33,97%, opsen PKB mencapai 60,26%, pajak makan dan 

minum mencapai 70,90% dan opsen BBNKB mencapai 74,50%. 
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Akan tetapi terdapat penerimaan pajak  yang melebihi target yaitu 

pajak reklame mencapai 100,65%, pajak air tanah mencapai 

105,06%, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 

mencapai 116,08%. 

 Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan dari sektor 

pajak daerah sebagai berikut : 

Tabel 3.5.  

Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2025 
 

NO URAIAN TARGET REALISASI Lebih/Kurang % 

I. Pajak Daerah 23.051.667.100,00 17.529.250.721,53 (924.395.424,00) 76,04 

1. Bea Perolehan 

Hak Atas 

Tanah dan 

Bangunan 

(BPHTB) 

        

1.050.000.000,00  

          

1.218.813.107,00  

 

 

168.813.107,00 

 

 

 

116,08 

2. Pajak Air 

Tanah 
22.000.000,00 23.112.292,00 

 

1.112.292,00 

 

105,06 

3. Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Perdesaan dan 

Perkotaan 

(PBB-P2)  

        

4.352.316.400,00  

           

4.334.600.001,00  

 

 

 

17.716.399,00 

 

 

 

99,59 

4. PBJT 

Makanan dan 

Minuman 3.171.250.000,00 2.248.375.433,00 

 

 

922.874.567,00 

 

 

70,90 

 

 

5. PBJT Tenaga 
Listrik 

       

4.200.000.000,00  

           

4.077.103.820,00  

 

122.896.180,00 

 

97,07 
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6. PBJT Jasa 
Perhotelan  

          

250.000.000,00  

                

224.130.711,00  

 

25.869.289,00 

 

89,65 

7. PBJT Jasa 
Kesenian dan 
Hiburan 

            

30.000.000,00  

                   

24.958.284,00  

 

5.041.716,00 

 

83,19 

8. PBJT Jasa 
Parkir 
 

            

18.000.000,00  

                   

30.856.000,00  

 

12.856.000,00 

 

171,42 

9. Pajak Mineral 
Bukan Logam 

dan Batuan 
 

 

       

4.077.000.000,00  

 

           

1.384.800.397,53  

 

 

2.692.199.602,47 

 

 

33,97 

10. Pajak Reklame           

300.000.000,00  

                

301.963.992,00  

 

1.963.992,00 

 

100,65 

11. Opsen BBNKB         

2.105.955.390,00  

           

1.569.014.653,00  

 

536.940.737,00 

 

74,50 

12. Opsen PKB         

3.470.145.310,00  

           

2.090.977.781,00  

 

1.379.167.529,00 

 

60,26 

13. Pajak Sarang 
Burung Walet 

5.000.000,00 544.250,00 4.455.750,00 10,89 

Sumber : LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2025 

 

2.    Hasil Retribusi Daerah 

Target pendapatan dari sektor retribusi daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 adalah sebesar          

Rp.54.514.403.000,00 dengan realisasi sebesar                          

Rp 59.147.515.073,00 atau mencapai 108,50% yang bersumber 

dari komponen retribusi daerah : 

1. Capaian Retribusi Jasa Umum mencapai 111,44% atau 

terlampaui dengan realisasi sebesar Rp 57.814.629.397,00 

dari target sebesar Rp 51.878.059.000,00. Adapun 

komponen yang mempengaruhi tingginya realisasi tersebut 
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adalah penerimaan retribusi jasa umum yang melebihi 

target yaitu penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 

ditempat pelayanan kesehatan lainnya sebesar 112,17%, 

penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

sebesar 101,40%, dan retribusi penyediaan dan/atau 

penyedotan kakus sebesar 99,24%. 

2.  Capaian Retribusi Jasa Usaha hanya mencapai 53,36% 

atau tidak terlampaui sebesar Rp 996.319.060,00 hanya 

terealisasi sebesar  Rp 1.140.024.940,00 dari target sebesar 

Rp2.136.344.000,00. Adapun komponen yang 

mempengaruhi realisasi tersebut adalah rendahnya 

retribusi pelayanan tempat khusus parker, retribusi sewa 

alat berat, reribusi sewa transfortasi laut/kapal, retribusi 

tempat penginapan/pasanggarahan/vila, retribusi 

pelayanan kepelabuhan, akan tetapi terdapat penerimaan 

retribusi yang melebihi target yaitu retribusi pemakaian 

laboratorium Dinas Kesehatan sebesar 110,97% dan 

retribusi tempat rekreasi sebesar 103,34%.  

3.  Capaian Retribusi Perizinan Tertentu hanya mencapai 

38,57% tidak terlampaui sebesar Rp 307.139.264,00 atau 
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realisasi sebesar Rp 192.860.736,00 dari target sebesar    

Rp 500.000.000,00 Adapun komponen yang mempengaruhi 

capaian realisasi tersebut yaitu rendahnya capaian pada 

retribusi persetujuan bangunan gedung. 

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan 

sektor retribusi daerah sebagai berikut : 

Tabel 3.6. 

Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2025 

 

URAIAN TARGET REALISASI 

 

% 

 

HASIL RETRIBUSI DAERAH 54.514.403.000,00 59.147.515.073,00 108,50 

 Retribusi Jasa Umum 51.878.059.000 57.814.629.397 115,32 

  
R. Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 
515.000.000,00 522.203.500,00 101,40 

  
R. Pelayanan Parkir Di Tepi 

Jalan Umum 
360.500.000,00 106.600.000,00 29,57 

  R. Pelayan Kesehatan 50.972.920.000 57.174.275.897,00 112,17 

  
R. Pengujian Alat Ukur, Takar, 

Timbang 
18.000.000,00 0 0,00 

  
R. Penyediaan dan/atau 

Penyedotan Kakus 
11.639,000.00 11.550.000,00 99,24 

 Retribusi Jasa Usaha    

  
R. Penyediaan Fasilitas Pasar 

Grosir berbagai jenis barang 
500.000.000,00 410.184.000,00 82,04 

  R. Penyewaan Tanah 92.000.000,00 27.620.000,00 30,02 

  R. Penyewaan Bangunan 90.000.000,00 86.600.000,00 96,22 

  
R. Penyediaan Tempat 

Pelelangan 
150.000.000,00 110.414.000,00 44,17 
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  R. Pemakaian Alat 50.000.000,00 50.834.000,00 103,34 

  
R. Pemakaian Kendaraan 

Bermotor 
119.500.000,00 16.850.000,00 7,09 

  R. Pemakaian Laboratorium 24.500.000,00 19.765.000,00 1,23 

  R. Terminal  25.000.000,00 1.027.000 4,11 

  R. Tempat Khusus Parkir  70.344.000,00 1.431.000 2,03 

  
R. Tempat Penginapan/ 

Pasanggarahan/Villa 
265.000.000,00 21.330.000 8,05 

  R. Pelayanan Kepelabuhanan  650.000.000,00 393.969.940 60,61 

 Retribusi Perizinan Tertentu    

  R. Izin Mendirikan Bangunan 500.000.000 192.860.736 38,57 

Sumber LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2025 

 

3.    Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 

bagian laba (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD 

terealisasi sebesar Rp. 12.551.864.796,00 dari target sebesar 

Rp. 12.658.500.000,00 mencapai 99,16% dan tidak ada realisasi 

penerimaan pada bagian laba yang dibagikan kepada 

pemerintah daerah (Bidang Air Minum) dari target yang telah 

ditetapkan sebesar Rp 120.000.000,00.  Adapun rincian rencana 

dan realisasi pendapatan sektor hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan sebagai berikut : 
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Tabel 3.7. 

Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan Tahun 2025 

Sumber LRA-DPA BPKPD per 31 Desember 2025 

 

4.    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah 

Sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 

realisasi penerimaannya hanya mencapai 39,21% atau sebesar                                 

Rp 9.310.437.678,90 dari target yang telah ditetapkan sebesar                   

Rp 23.746.925.600,00.  

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan 

sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai 

berikut: 

 

URAIAN TARGET REALISASI % 

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN 

DAERAH YANG DIPISAHKAN 

12.778.500.000,00 12.551.864.796,00 98,23 

  Bagian Laba Yang Di Bagikan 

Kepada Pemerintah Daerah 

(Deviden) Atas Pernyataan 

Modal Pada BUMD BPR 

(Lembaga Keuangan) 

12.658.500.000,00 12.551.864.796,00 99,16 

  Bagian Laba Yang Di Bagikan 

Kepada Pemerintah Daerah 

(Deviden) Atas Pernyataan 

Modal Pada BUMD BPR ( 

Bidang Air Minum) 

120.000.000,00 - - 
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Tabel 3.8. 

Target dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2025 

URAIAN TARGET REALISASI % 

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) YANG SAH 
23.746.925.600,00 9.310.437.678,90 39,21 

  Penerimaan Jasa Giro 2.000.000.000,00 737.828.012,00 36,89 

  Penerimaan Atas Tuntutan 

Ganti Keruugian Keuangan 

Daerah   

7.257.167.200,00 1.271.003.901,53 17,51 

  Penerimaan Komisi, Potongan, 

Atau Bentuk Lain 

14.489.758.400,00 7.301.605.765,37 50,39 

  Pendapatan BLUD 0 0,00 0,00 

Sumber Data : LRA_PAD BPKPD per 31 Desember 2025 

2.2. Faktor Pendukung Keberhasilan  

Faktor pendukung peningkatan laju pertumbuhan penerimaam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar 

berdasarkan karakteristik dan potensinya adalah bersumber pada:   

1. Investasi Pemerintah Daerah, dalam pembangunan infrastruktur 

dan fasilitas umum dapat menorong pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

2. Optimalisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat 

meningkatkan nilai tambah pada penerimaan PAD; 

3. Pengembangan sektor pariwisata, mengingat potensinya yang 

signifikan dalam mendongkrak laju pertumbuhan penerimaan PAD; 



 181 

4. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan basis pajak 

dan retribusi daerah dan berdampak pada penerimaan PAD; dan 

5. Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang efisien 

termasuk optimalisasi belanja modal dan belanja operasi 

meningkatkan kapasitas fiskal daerah. 

2.3. Faktor penghambat keberhasilan  

1. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi  masih rendah; dan 

2. Koordinasi penanganan pendapatan secara menyeluruh dan 

terintegrasi antar SKPD juga masih rendah. 

2.4. Solusi (Rekomendasi)   

Berdasarkan beberapa penghambat penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 

berupaya untuk meningkatkan kinerja OPD serta BUMD dalam 

pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber 

pendapatan asli daerah dan perlu dilaksanakan sosialisasi yang intensif 

dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pungut pajak dan 

retribusi daerah atas kewajibannya. 
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c. Sasaran Strategis ke-2 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat 

Terhadap Pelayanan 

 

Tabel 3.9. 

Indikator Kinerja Utama (IKU 3) 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu 

indikator penting dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan publik 

yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat. Pada Tahun 

2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Kepulauan Selayar secara konsisten melakukan pengukuran 

IKM terhadap berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat, 

khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pajak daerah, retribusi 

daerah, serta layanan administrasi keuangan daerah. 

IKM memuat Sembilan unsur penting yaitu kesesuaian 

persyaratan layanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu 

No 

 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

 

Satuan Target Realisasi 

 

Capaian

% 

Target Realisasi 

 

Capaian

% 

   2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Pelayanan 

BPKPD 

 

 

Persen 

 

75,00 

 

78,01 

 

104,01 

 

80,00 

 

79,01 

 

98,76 
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dalam memberikan layanan, kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, 

kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan, 

kompetensi/kemampuan petugas, perlaku petugas terkait kesopaan dan 

keramahan, kualitas sarana dan prasarana serta penanganan 

pengaduan pengguna layanan. Data dianalisis secara deskrptif dengan 

menggunakan table matriks dan grafis yang menggambarkan 

kecenderungan dari persepsi Masyarakat berdasarkan penyelenggaraan 

urusan setiap perangkat daerah dan secara kumulatif akan membentuk 

IKM Pemerintah Daerah untuk tahun yang bersangkutan.  

3.1.  Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap pengguna 

layanan pada tahun 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan 

capaian yang baik, yang mencerminkan bahwa sebagian besar 

masyarakat merasa puas terhadap kualitas layanan yang 

diberikan. Penilaian ini didasarkan pada beberapa unsur 

pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, 

waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, kompetensi petugas, 

perilaku petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta 

penanganan pengaduan. 
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Capaian IKM tersebut menunjukkan bahwa BPKPD 

Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya memberikan 

pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan 

juga didukung oleh komitmen aparatur dalam memberikan 

pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.  

Meskipun demikian, BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tetap 

berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam 

pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas layanan dilakukan 

melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. 

Dengan adanya hasil pengukuran Indeks Kepuasan 

Masyarakat ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

dasar perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan 

publik yang semakin berkualitas, efektif, dan mampu memenuhi 

harapan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3.2. Faktor Pendukung Keberhasilan  

Faktor pendukung utama adalah pada keberhasilan IKM Pelayana  

Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten 
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Kepulauan Selayar adalah pada unsur kewajaran biaya/tarif 

dalam pelayanan yang tidak membebankan masyarakat dan 

pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat. 

3.3. Faktor Penghambat Keberhasilan  

Hal yang yang menjai salah satu faktor penghambat keberhasilan 

dalam capaian Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) pada perangkat 

daerah adalah keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi dan 

lemahnya sistem pendukung 

3.4. Faktor Penghambat Keberhasilan  

Untuk menindaklanjuti hambatan-hambatan tersebut dibutuhkan 

optimalisasi  SDM, digitalisasi dan penyderhanaan alur/metode, 

pembenahan fasilitas, penguatan sistem pengaduan serta 

komitmen pimpinan. 

d. Sasaran Strategis ke-3 : Meningkatnya Nilai SAKIP OPD 

 

Tabel 3.10. 

Indikator Kinerja Utama (IKU 4) 

No 

 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Satuan Target Realisasi 

 

Capaian

% 

Target Realisasi 

 

Capaian

% 

   2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Nilai SAKIP 

OPD 

 

 

Persen 

 

BB 

 

B 

 

62,15 

 

BB 

 

- 

 

- 
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  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

merupakan instrumen manajemen yang digunakan oleh pemerintah 

untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan 

secara transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Implementasi 

SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 

pemerintah serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah 

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.  

Pada Tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar terus 

berupaya meningkatkan kualitas penerapan SAKIP melalui 

penguatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, serta evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan. Hal ini dilakukan dengan memastikan keterkaitan yang 

jelas antara dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, Perjanjian 

Kinerja, hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).  

Nilai SAKIP OPD menjadi indikator penting dalam menilai 

sejauh mana perangkat daerah mampu mengelola kinerja organisasi 

secara efektif dan akuntabel. Capaian nilai SAKIP tersebut 

mencerminkan tingkat keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan 
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program dan kegiatan, serta pencapaian hasil yang terukur. Selain 

itu, nilai SAKIP juga menggambarkan tingkat komitmen organisasi 

dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan peningkatan 

kualitas manajemen kinerja. 

4.1. Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2024 

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat 

Daerah Kepulauan Selayar, nilai Akuntabilitas Kinerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar atas Sistem Akuntabilitas Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2024 adalah 62,15 dengan predikat B (baik) dengan 

akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja 

yang dievaluasi sebagai berikut : 

a.   Perencanan Kinerja  : 19,50 

b.   Pengukuran Kinerja : 15,90 

c.   Pelaporan Kinerja     :  9,75 

d.   Evaluasi Internal      : 17,00 

Dari akumulasi penilaian tahun 2024, maka dapat disimpulkan 

bahwa Indikator Kinerja Utama  (IKU 4) yaitu Nilai SAKIP OPD 

terealisasi B (62,15) yang berarti belum mencapai target IKU tahun 
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2024 sesuai dengan yang ditetapkan atau ditargetkan yakni BB atau 

Sangat Baik (Nilai 70-80). Akan tetapi dengan akuntabilitas kinerja 

cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan 

sebagai informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, namun 

demikian masih memerlukan banyak perbaikan.  

Oleh karena itu pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah akan melakukan perbaikan atau tindak lanjut 

sebagaimana direkomendasikan tim Evaluasi Inspektorat Daerah, 

sehingga pada tahun 2026 bisa mendapatkan predikat minimal 

mencapai target atau melampau target. 

4.2. Faktor Penghambat Keberhasilan  

Masih terdapat beberapa hal yang belum dioptimalkan dengan 

maksimal yaitu dari segi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja 

dan Pelaporan Kinerja. 

4.3. Faktor Pendukung Keberhasilan dan  Rekomendasi 

Berdasarkan faktor penghambat keberhasilan tersebut di atas maka 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

atau tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan oleh tim Evaluasi 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain dari 
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sisi perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Evaluasi Internal agar sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

e. Sasaran Strategis ke-2 : Meningkatnya Tertib Administrasi 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Daerah 

 

Tabel 3.10. 

Indikator Kinerja Utama (IKU 5)  

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual, 

laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan terdiri dari 

Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus 

No 

 

Indikator 

Kinerja Utama 

 

Satuan Target Realisasi 

 

Capaian

% 

Target Realisasi 

 

Capaian

% 

   2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Laporan 

Keuangan OPD 

sesuai Standar 
Akuntansi 

Pemerintahan 

(SAP) 
 

 

Persen 

 

Sesuai 

 

Sesuai 

 

100 

 

Sesuai 

 

Sesuai 

 

100 
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Kas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan formula wajib yang 

digunakan sebagai acuan penyusunan LKPD. 

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban dari fungsi yang dipercayakan kepada Instansi 

Pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan 

Keuangan Organisasi Perangkat Daerah secara profesional, 

partisipatif dan akuntabel sebagai bagian atau satu kesatuan yang 

tak terpisahkan demi terwujudnya Good Governance. Yang terpenting 

juga dalam penyusunan laporan keuangan adalah memenuhi prinsip 

tepat waktu dan penysunannya telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  atau  dikenal juga dengan 

System Analisys and Product in Data Processing merupakan aplikasi 

yang digunakan untuk mengolah data yang digunakan Instansi 

Pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga 

penyajian data lebih akurat, efisien dan efektif maka capaian kinerja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU 5) 

telah sesuai dan mencapai target 100%. 
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C.   Realisasi Keuangan 

Total inputan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.153.730.100.295,00 dan 

terealisasi sebesar Rp.144.709.008.851,00 atau 94,13%. Adapun uraian 

belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.11.  
Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 
 

No Uraian Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 2 3 4 5 
 

 
Belanja Langsung 

 
   22.279.707.794,61 

   
 21.483.823.378,00 

 
96,43 

 

1. Belanja Pegawai      5.508.204.061,61 5.068.403.436,00 98,04 

2. Belanja Barang dan 
Jasa  

15.903.478.433,00 15.555.412.692,00 89,01 

3. Belanja Modal 868.025.300,00 860.007.250,00 95,68 

 Sumber : RFK Desember 2025 BPKPD 

Dari uraian tabel 3.11. terinci Belanja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 22.279.707.794,61 (Dua Puluh Dua 

Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tujuh 

Ratus Sembilan Puluh Empat Rupah) dialokasikan untuk mendanai 4 
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(empat) program yang tertuang di 13 (tiga belas) kegiatan dan 89 (delapan 

puluh sembilan) sub kegiatan. Alokasi pagu anggaran dan realisasi per 

program tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.12. 

Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah per Program 
 

PROGRAM TARGET REALISASI % 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

14.404.919.311,00 13.957.837.366 96,90 

Program Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

136.273.851.900,00 127.988.133.031,00 93,92 

Program Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

1.365.300.200,00 1.347.980.025,00 98,73 

Program Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

1.686.028.884,00 1.415.058.429,00 83,93 

JUMLAH TOTAL 153.730.100.295,00 144.709.008.851,00 94,13 

 

Terlihat pada tabel 3.12 penyerapan terhadap pagu anggaran 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 per 

program adalah sebesar Rp. 144.709.008.851,00 atau 94,13%. Jika 

dibnadingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan 

tahun 2025, penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terjabarkan dalam 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.13. 

Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 

URAIAN TAHUN 2024 TAHUN 2025 

 

Target 

 

 

166.993.740.900,00 153.730.100.295,00 

 

Realisasi 

 

 

157.053.092.431,00 

 

144.709.008.851,00 

Persentase (%) 94.05% 94,13 

 

Selanjutnya di uraikan realisasi target per program dan per kegiatan dan 

per sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Tahun 2025, pada tabel berikut: 

Tabel 3.14. 

Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025  

 

NO PROGRAM/KEGIATAN 
BELANJA 

INDIKATOR KINERJA 
HASIL/ KELUARAN % 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

I PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

14.404.919.311,61 13.957.837.366,00 
   

A. Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

117,000,000,00 114.854,395,00 
   

1 Penyusunan Dukumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

     

 
Indikator Kinerja :  Jumlah 

Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

                    

34,000,000.00  

                        

33,969,203.00  

 

3 Dok 

 

3 Dok 

 

99,91 
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2 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA SKPD 

     

 
Indikator Kinerja :  Jumlah 
Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

                    
10,000,000.00  

                          
9,742,250.00  

1 Dok 1 Dok 97,42 

3 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA 
SKPD 

  
  

 

 
Indikator Kinerja Jumlah 

Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

                    
15,250,000.00  

                        
14,981,501.00  

1 Dok 1 Dok 98,24 

4 Koordinasi dan Penyusunan 
DPA SKPD 

  
  

 

  Indikator Kinerja :  Jumlah 
Dokumen DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD 

                    
10,000,000.00  

                          
9,625,216.00  

1 Dok 1 Dok 96,25 

5 
 

Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD 

                    
15,250,000.00  

                        
15,013,667.00  

1 Dok 1 Dok 98,45 

6 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

                    

15,000,000.00  

                        

14,561,250.00  

2 Lap  2 Lap 97.08 

7 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

                    
17,500,000.00  

                        
16,961,308.00  

1 Lap 2 Lap 96,92 

B Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

5.010.302.977,61 4.766.635.435,00     95,14 
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1 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

    
  

   
Indikator Kinerja : Jumlah 
Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

               
4,922,302,977.61  

                   
4,683,092,212.00  

52 Orang/ 
Bulan 

52 Orang/ 
Bulan 

95,14 

2 Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

                    

26,399,200.00  

                        

26,243,060.00  

1 Dok 1 Dok 99,41 

3 Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

                    
10,434,400.00  

                          
9,268,293.00  

1 Dok 1 Dok 88,82 

4 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

                    
15,000,000.00  

                        
12,700,895.00  

1 Lap 1 Lap 84,67 

5 Pengelolaan dan Penyiapan 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan 

     

 
Indikator Kinerja :  Jumlah 
Dokumen Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak 

Lanjut Pemeriksaan 

                    
13,378,000.00  

                        
12,941,547.00  

1 Dok 1 Dok 96,74 

6 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

  

    

 

 
Indikator Kinerja :  Jumlah 

Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD 

                    
22,788,400.00  

                        
22,389,428.00  

 
 

 
 

1 Lap  

 
 

 
 

1 Lap 

 
 

 
 

98,25 
 

C Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

                    

60,000,000.00  

                        

59,933,000.00  

 
120  Paket 

 
120  Paket 

 
99,89% 

1 Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 
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Indikator Kinerja :  Jumlah 
Paket Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan 

                    
60,000,000.00  

                        
59,933,000.00  

 
120  Paket 

 
120  Paket 

 
99,89% 

D Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

1,118,400,300,00 1,109,126.517,00    

1 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 

                
484,283,300.00  

                      
480,591,600.00  

16 Paket  16 Paket 99,24 

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

     

2 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

                    
85,000,000.00  

                        
84,459,929.00  

1 Paket 1 Paket  99,36 

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Paket Bahan Logistik Kantor 

yang Disediakan 

     

3 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

                    
22,500,000.00  

                        
21,264,500.00  

1 Paket 1 Paket 94,51 

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

     

4 Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

                      
8,520,000.00  

                          
4,950,000.00  

1 Dok 1 Dok 58,10 

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan 

     

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 
                  

119,997,000.00  
                      

119,835,000.00  

1 Lap 1 Lap 99,86 

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

     

6 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

                  

398,100,000.00  

                      

398,025,488.00  

100 Lap 100 Lap 99,98 

 
Indikator Kinerja :  Jumlah 
Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD       

 

D Kegiatan Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 383.742.000,00 379.415.650,00   

 
 

98,87 

1 Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
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   Indikator Kinerja : Jumlah 
Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Disediakan 

                    

78,242,000.00  

                        

75,780,000.00  

2 unit 2 unit 96,85 

2 Pengadaan Mebel      

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Paket Mebel yang Disediakan 

                    

20,000,000.00  

                        

19,702,500.00  

10 Unit 10 Unit 98,51 

  3 Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

                  
285,500,000.00  

                      
283,933,150.00  

19 Unit 19 Unit 99,45 

E Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 

6,701,124,388,00 

 

6,544397.673,00 

  
 

97,66 

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

     

 
Indikator Kinerja :  Jumlah 
Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

               

3,810,231,509.00  

                   

3,781,180,773.00  

 
 

3 Lap 

3 Lap hun 99,24 

2 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

               
2,890,892,879.00  

                   
2,763,216,900.00  

 
 

1 Lap 

 
 

1 Lap 

 
 

95,58 
 

F Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 
1,014,349,645,00 

 
983,474,696,00 

 
 

  
96,96 

 

1 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

                  
395,830,000.00  

                      
368,189,433.00  

 
 

 
48 Unit 

 
 

 
48 Unit 

 
 

 
93,02 

 

2 Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

                    
18,520,000.00  

                        
16,363,200.00  

 
38 Unit 

 

 
38 Unit 

 

 
88,35 

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 
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 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

                  

599,999,645.00  

                      

598,922,063.00  

 
 

1 Unit 

 
 

1 Unit 

 
 

99,82 

II PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

136,273,851,900,00 127.988.133.031,0
0 

  
93,92 

A Kegiatan Koordinasi Dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

780,408,200,00 773,013,296,00   99,05 

1 Koordinasi dan Penyusunan 
KUA dan PPAS 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Dokumen KUA dan PPAS yang 
Disusun 

                    
10,406,000.00  

                        
10,071,501.00  

 
2 Dok 

 
2 Dok 

 
96,79 

2 Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 

Dokumen Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS yang 
Disusun 

                    

30,900,000.00  

                        

30,531,841.00  

 

 
2 Dok 

 

 
2 Dok 

 

 
98,81 

3 Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi RKA-SKPD 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
RKA-SKPD yang Diverifikasi 

                    
20,000,000.00  

                        
19,911,370.00  

45 
Dokumen 

45 Dokumen 99,56 

4 Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi Perubahan RKA-
SKPD 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Perubahan RKA-SKPD yang 
Diverifikasi 

                    
20,000,000.00  

                        
19,886,872.00  

45 

Dokumen 

45 Dokumen 99,56 

5 Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi  DPA-SKPD 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
DPA- SKPD yang Diverifikasi 

                    
20,088,000.00  

                        
19,992,038.00  

45 

Dokumen 

45 Dokumen 99,43 

6 Koordinasi, Penyusunan dan 
Verifikasi  Perubahan DPA-
SKPD 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Perubahan DPA-SKPD yang 
Diverifikasi 

                    
20,938,000.00  

                        
20,167,891.00  

45 
Dokumen 

45 Dokumen 99,52 

7 Koordinasi dan Penyusunan 
Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 
APBD 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 

                  

201,788,200.00  

                      

200,513,638.00  

3 Dok 3 Dok 99,37 
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APBD 

8 Verifikasi DPPA SKPD Tahun 
Anggaran 202 Koordinasi dan 
Penyusunan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan 
APBD                   

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Perubahan 
APBD 

                  
212,810,000.00  

                      
210,620,090.00  

 
 

 
3 Dok 

3 Dok 98,97 

9 Koordinasi Perencanaan 

Anggaran Pendapatan 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Dokumen Hasil Koordinasi 
Perencanaan Anggaran 
Pendapatan 

                    
81,168,000.00  

                        
80,094,348.00  

1 Kegiatan 1 Kegiatan 87,08% 

10 Koordinasi Perencanaan 
Anggaran Belanja Daerah 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Dokumen Hasil Koordinasi 
Perencanaan Anggaran Belanja 
Daerah 

                    
81,248,000.00  

                        
80,435,588.00  

12 Dok 12 Dok 99,00 

11 Koordinasi Perencanan 
Anggaran Pembiayaan 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Hasil Koordinasi 
Perencanaan Anggaran 

Pembiayaan 

                    
81,062,000.00  

                        
80,788,119.00  

12 Dok 12 Dok 99,66 

B Kegiatan Koordinasi Dan 
Pengelolaan Perbendaharan 
Daerah 

 
3,336,779,200,00 

 
3,289,199,764,00 

  98.53 

1 Koordinasi dan Pengelolaan 
Kas Daerah 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Hasil Koordinasi 
dan Pengelolaan Kas Daerah 

                    

91,350,000.00  

                        

86,005,311.00  

12 Dok 12 Dok 94.15 

2 Pengelolaan Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Laporan Hasil Pengelolaan 
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Sebelumnya 

                      

3,857,400.00  

                          

3,262,608.00  

1 Lap 1 Lap 84,58 
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3 Penyiapan, Pelaksanaan 
Pengendalian dan Penerbitan 
Anggaran Kas dan SPD 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Dokumen Hasil Pengendalian 
dan Penerbitan Anggaran Kas 
dan SPD 

                    
54,451,800.00  

                        
50,879,509.00  

2 Dok 2 Dok 93,44 

4 Penatausahaan Pembiayaan 
Daerah 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penatausahaan Pembiayaan 

Daerah 

                    
40,000,000.00  

                        
37,171,360.00  

1 Dok 1 Dok 92,93 

5 Koordinasi, Fasilitasi, 
Asistensi, Sinkronisasi, 
Supervisi, Monitoring dan 
Evaluasi Pengelolaan Dana 
Perimbangan dan Dana 
Transfer Lainnya 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Dokumen Hasil Koordinasi, 
Fasilitasi, Asistensi, 
Sinkronisasi, Supervisi, 
Monitoring, dan Evaluasi 
Pengelolaan Dana 
Perimbangan dan Dana 
Transfer Lainnya 

                    
45,000,000.00  

                        
43,610,339.00  

12 Dok 12 Dok 96,91 

6 Koordinasi, Pelaksanaan 
Kerjasama dan Pemantauan 
Transaksi Non Tunai dengan 
Lembaga Keuangan Bank dan 
Lembaga Keuangan Bukan 
Bank 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Hasil Koordinasi, 
Pelaksanaan Kerja Sama dan 
Pemantauan Transaksi Non 
Tunai dengan Lembaga 
Keuangan Bank dan Lembaga 

Keuangan Bukan Bank 

                    
35,668,800.00  

                        
33,891,140.00  

12 Dok 12 Dok 95,02 

7 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Realisasi Penerimaan 
dan Pengeluaran Kas Daerah, 
Laporan Aliran Kas, dan 
Pelaksanaan 

Pemungutan/Pemotongan dan 
Penyetoran Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK) 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Laporan Realisasi Penerimaan 
dan Pengeluaran Kas Daerah, 
Laporan Aliran Kas, dan 
Pelaksanaan 

               
2,908,203,800.00  

                   
2,880,265,632.00  

12 
Laporan 

12 Laporan 99,04 
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Pemungutan/Pemotongan dan 
Penyetoran Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil 
Koordinasi dalam rangka 
Penyusunan Laporan Realisasi 
Penerimaan dan Pengeluaran 
Kas Daerah, Laporan Aliran 
Kas, dan Pelaksanaan 
Pemungutan/Pemotongan dan 
Penyetoran Perhitungan Fihak 
Ketiga (PFK) 

8 Koordinasi Pelaksanaan 
Piutang dan Utang Daerah 
yang Timbul Akibat 
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan 
Analisis Pembiayaan dan 
Penempatan Uang Daerah 
sebagai Optimalisasi Kas 

     

 Indikator Kinerja: Jumlah 
Dokumen Hasil Koordinasi 
Pelaksanaan Piutang dan 
Utang Daerah yang Timbul 
Akibat Pengelolaan Kas, 
Pelaksanaan Analisis 
Pembiayaan dan Penempatan 
Uang Daerah sebagai 
Optimalisasi Kas 

                    
25,000,000.00  

                        
24,177,759.00  

12 Dok 12 Dok 96,71 

9 Rekonsiliasi Data Penerimaan 
dan Pengeluaran Kas serta 
Pemungutan dan Pemotongan 
Atas SP2D dengan Instansi 
Terkait 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Dokumen Hasil Rekonsiliasi 
Data Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas serta 
Pemungutan dan Pemotongan 
atas SP2D dengan Instansi 
Terkait 

                    

72,242,300.00  

                        

69,891,608.00  

 
2 Dok 

2 Dok 96,75 

10 Pembinaan Penatausahaan 
Keuangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Penatausahaan 
Keuangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

                    
61,005,100.00  

                        
60,044,498.00  

50 Orang 50 Orang 98,43 

C Kegiatan Koordinasi Dan 
Pelaksanaan Akuntansi Dan 
Pelaporan Keuangan Daerah 

 
683,422,000,00 

 
679,692,568,00 

  99,45 
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1 Koordinasi Pelaksana 
Akuntansi Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas Daerah 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Laporan Hasil Koordinasi 
Pelaksanaan Akuntansi 
Penerimaan dan Pengeluaran 
Kas Daerah 

                    
42,946,600.00  

                        
42,466,566.00  

1 Lap 1 Lap 98,88 

2 Rekonsiliasi dan Verifikasi 
Aset, Kewajiban, Ekuitas, 
Pendapatan, Belanja, 
Pembiayan, Pendapatan LO 
dan Beban 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Hasil Rekonsiliasi 

dan Verifikasi Aset, Kewajiban, 
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 
Pembiayaan, Pendapatan- LO, 
dan Beban 

45.798.000,00 45.691.587 12 Dok 12 Dok 99,77 

3 Koordinasi Penyusunan 
Laporan Peratnggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Bulanan, 
Triwulan dan Semesteran 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Bulanan, 
Triwulanan dan Semesteran 

93.231.800,00 92.968.622,00 1 Lap 1 Lap 99,72 

4 Konsolidasi Laporan Keuangan 

SKPD, BLUD dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 

     

 
Indikator Kinerja :  Jumlah 
Laporan Keuangan SKPD, 
BLUD dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah yang 
Terkonsolidasi 

30.000.000,00 29.835.765,00 3 Lap 3 Lap 99,45 

5 Koordinasi dan Penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanan APBD Provinsi dan 
Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 
Peratnggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
Kabupaten/Kota 

     

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
Kabupaten/Kota dan 
Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 

311.934.000,00 311.523.808,00 1 Dok 1 Dok 99,87 
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Kabupaten/Kota 

6 Penyusunan 
Tanggapan/Tindak Lanjut 
terhadap LHP BPK atas 
Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 

     

 
Indikatorr Kinerja: Jumlah 
Dokumen Tanggapan/Tindak 
Lanjut Terhadap LHP BPK atas 
Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

14.560.000,00 14.340.587,00 1 Dok  1 Dok 98,49 

7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Penyelesaian Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan 
Kerugian Daerah 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Penyelesaian 
Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Kerugian Daerah 

24.420.800,00 23.877.790,00 5 Dok 5 Dok 97,78 

8 Penyusunan Analisis Laporan 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 

Dokumen Hasil Analisis 
Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 

25.000.000,00 24.454.360,00 1 Dok 1 Dok 97,82 

9 Penyusunan Kebijakan dan 
Panduan Teknis Operasional 
Penyelenggaraan Akuntansi 
Pemerintah Daerah 

     

 
Indikator Kinerja: Jumlah 
Kebijakan dan Panduan 
Teknis Operasional 
Penyelenggaraan Akuntansi 
Pemerintah Daerah 

56.688.000,00 56.531.157,00 1 Dok 1 Dok 99,72 

10 Pembinaan Akuntansi, 

Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

     

 Indikator Kinerja: Jumlah 
Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Akuntansi, 
Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

19.420.800,00 18.918.394,00 25 orang 25 Orang 97,41 

11 Pembinaan Pengelolaan 
Keuangan BLUD 
Kabupaten/Kota 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
BLUD Kabupaten/Kota yang 

8.342.000,00 8.266.373,00 1 Lembaga 1 Lembaga 99,09 
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Dibina 

12 Koordinasi dan Penyusunan 
Statistik Keuangan 
Pemerintahan Daerah 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Statistik Keuangan 

Pemerintahan Daerah pada 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

11.080.000,00 10.817.559,00 1 Lap 1 Lap 97,63 

D Kegiatan Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

131.473.242,500,00 123.246.227.403,
00 

  93,74 

1 Analisis Perencanaan dan 
Penyaluran Bantuan Keuangan 

     

 
Indikator Kinerja :  Jumlah 
Laporan Hasil Analisis 
Perencanaan dan Penyaluran 
Bantuan Keuangan 

125.087.314.000,00 118.290.375.625,
00 

1 Lap 1 Lap 94,57 

2 Pengelolaan Dana Darurat dan 
Mendesak 

     

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Laporan Hasil Pengelolaan 
Dana Darurat dan Mendesak 

2.330.000.000,00 1.427.219.190,00 1 Lap 1 Lap 61,25 

3 Pengelolaan Dana bagi Hasil 
Kabupaten/Kota 

     

 IndikatorJumlah Laporan 
Hasil Pengelolaan Dana bagi 
Hasil Kabupaten/Kota 

4.055.928.500,00 3.528.632.588,00 1 Lap 1 Lap 87,00 

III PROGRAM PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH 

1.365.300.200,00 1.347.980.025,0
0 

  
98,71 

A Kegiatan Pengelolaan Barang 
Milik Daearah 

     

1 Penyusunan Standar Harga      
 

Indikator Kinerja : Jumlah 
Standar Harga yang Disusun 

83.319.000,00 82.356.643,00 1 Dok 1 Dok 98,84 

2 Penyusunan Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah 

 
    

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah 

11.980.000,00 11.945.813.00 45 Dok 45 Dok 99,71 

3 Penatausahaan Barang Milik 
Daerah 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 

27.920.000,00 27.331.522.00 1 Lap 1 Lap 97.89 
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4 Inventarisasi Barang Milik 
Daerah 

     

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Laporan Hasil Inventarisasi 
(LHI) Barang Milik Daerah 

703.664.800,00 700.690.516,00 1 Lap 1 Lap 99.58 

5 Pengamanan Barang Milik 
Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Hasil Pengamanan 
Barang Milik Daerah 

430.309.900,00 421.147.554,00 1 Lap 1 Lap 97.87 

6 Pengawasan dan Pengendalian 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Hasil Pengawasan 
dan Pengendalian Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

45.728.000,00 43.962,552,00 1 Lap 1 Lap 96.14 

7 Optimalisasi Penggunaan, 
Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, 
Pemusnahan, dan 
Penghapusan Barang Milik  
daerah 

     

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Dokumen Hasil Optimalisasi 
Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, 
Pemusnahan, dan 
Penghapusan Barang Milik 
Daerah 

17.826.400,00 17,330,849,00 100 Dok 100 Dok 97.22 

8 Rekonsiliasi dalam rangka 
Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah 

     

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Laporan Hasil Rekonsiliasi 
dalam rangka Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah 

14.486.000,00 14.456,776,00 4 Dok 4 Dok 99.80 

9 Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah 

     

 Indikator Kinerja :  Jumlah 
Laporan Barang Milik Daerah 
yang Disusun 

5.078.100,00 4.476.575,00 1 Lap 1 Lap  88.15 

10 Pembinaan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

      

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

24.988.000,00 24.281.225,00 25 Dok 25 Dok 97.17  

IV PROGRAM PENGELOLAAN 

PENDAPATAN DAERAH 

1.686.028.884,00 1.415.058.429,0
0 

  83,93 
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A Kegiatan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

     

1 Perencanaan pengelolaan 

pajak daerah 

     

 
Indikator Kinerja : Jumlah 

Dokumen Rencana 
Pengelolaan Pajak Daerah 

521.835.065,00 468.842,214,00 12 Dok 12 Dok 89,84 

2 Analisa dan Pengembangan 
Pajak Daerah, serta 
Penyusunan Kebijakan Pajak 
Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Hasil Analis Pajak 
Daerah serta Pengembangan 
Pajak Daerah dan Kebijakan 
Pajak Daerah 

129.920.100,00 121.026.583,00 2 Dok 2 Dok 93.15 

3 Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan 

Pajak Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Pelaksanaan 
Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan 
Pajak Daerah 

37.750,000,00 32.860.191,00 1 Lap 1 Lap 87,05 

4 Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengelolaan Pajak 
Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan Pajak Daerah 

103.000.000,00 85.897.520,00 4 unit 4 Unit 83.40 

5 Pendataan dan Pendaftaran 
Objek Pajak Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Hasil Pendataan dan 
Pendaftaran Objek Pajak 
Daerah, Subjek Pajak dan 
Wajib Pajak Daerah 

133.896.000,00 131.432.173,00 20 Lap 20 Lap 98,16 

6 Pengolahan, Pemeliharaan, 

dan Pelaporan Basis Data 
Pajak Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Hasil Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan 
Basis Data Pajak Daerah 

61.789.000,00 60.538.493,00 1 Lap 1 Lap 97,98 

7 Penilaian Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBBP) serta Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Objek Pajak yang Disesuaikan 
NJOP nya 

67,738,000,00 66.088.609,00 20 Op 20 Op 97,57 
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8 Penetapan Wajib Pajak Daerah      

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Ketetapan Pajak 
Daerah 

78,316,000,00 73.858.458,00 1 Dok 1 Dok 98.31 

9 Pelayanan dan Konsultasi 
Pajak Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Layanan dan Konsultasi Pajak 
Daerah 

24.058.000,00 16.539.738,00 100 

layanan 

100 layanan 68,75 

10 Penelitian dan Verifikasi Data 
Pelaporan Pajak Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Data Pelaporan Pajak Daerah 
yang Telah Dilakukan 
Penelitian dan Verifikasi 

17.150,000,00 15.775.929,00 1 Dok 1 Dok 91.99 

11 Penagihan Pajak Daerah      

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Penagihan Pajak Daerah 

108.050.000,00 102.856.517,00 1 Dok 1 Dok 95.19 

12 Penyelesaian Keberatan Pajak 
Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Hasil Penyelesaian 
Keberatan Pajak Daerah 

19.862.000,00 18.442.406,00 1 Dok 1 Dok 92,85 

13 Pengendalian, Pemeriksaan 
dan Pengawasan Pajak Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Dokumen Hasil Pemeriksaan 
serta Pengendalian dan 

Pengawasan Pajak Daerah 

26,214.000,00 19.711.855,00 1 Dok 1 Dok 75,20 

14 Pembinaan dan Pengawasan 
Pengelolaan Retribusi Daerah 

     

 Indikator Kinerja : Jumlah 
Laporan Hasil Pembinaan dan 
Pengawasan Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

356.450,719,00 201.187.743,00 1 Lap 1 Lap 56,44 

Sumber RFK per 31 Desember 2025 dan DPA Perubahan 2025 

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran masing-masing kegiatan 

per program rata-rata tercapai 94,13%. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyerapan dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dibandingkan Tahun 

Anggaran 2024 yang hanya 98% dikarenakan efisiensi anggaran.  
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis terhadap 

capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan kinerja; 

2. Capaian indikator kinerja utama menunjukkan bahwa sebagian 

besar target yang ditetapkan dapat tercapai dengan tingkat 

realisasi yang baik. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan 

kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi pengelolaan 

keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah; 

3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan 

secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung 
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oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta 

peningkatan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan 

daerah; 

4. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah daerah terus 

melakukan berbagai upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui 

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, 

penguatan sistem pemungutan, serta pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. 

5. Meskipun secara umum capaian kinerja sudah menunjukkan hasil 

yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknis 

maupun administratif, yang perlu menjadi perhatian dalam 

peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. 

Dengan demikian, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat 

dikategorikan baik, namun tetap memerlukan upaya perbaikan dan 

peningkatan secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola 

keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 
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4.2. Saran 

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada 

tahun-tahun mendatang, beberapa saran yang dapat disampaikan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan 

keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan 

keuangan dan pendapatan daerah guna mendukung proses 

administrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel; 

3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan perangkat daerah 

lainnya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan 

pengelolaan keuangan daerah; 

4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program 

dan kegiatan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera 

diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat. 
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5. Meningkatkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat, 

khususnya dalam pelayanan perpajakan dan retribusi daerah guna 

mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah. 

 

4.3. Tindak Lanjut 

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi 

pada tahun berikutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan beberapa 

langkah tindak lanjut sebagai berikut: 

1. Melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dengan 

menyesuaikan indikator kinerja yang lebih terukur, realistis, dan 

selaras dengan tujuan pembangunan daerah; 

2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan 

melalui penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja; 

3. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi 

dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta 

peningkatan sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi 

daerah; 
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4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui 

penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kualitas 

laporan keuangan daerah. 

5. Mengembangkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan keuangan 

dan pendapatan daerah guna mendukung terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. 

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kinerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat serta 

memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

       KEPALA BADAN, 

     Benteng, 10 Februari 2026 

     Kepala Badan 
 Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah, 
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rs. H. A. NUR HALIQ, M. Si. 
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